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P U T U S A N

Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tlb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tulang  Bawang  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  29  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  tempat  kediaman  di  xxxxx  xxxxxx

xxxxxx, xx xxx xx xxx,   xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx,    xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx,

tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan

xxxxxxxx  Tengah,  Kecamatan  xxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx

xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal  05  Juli  2024

telah  mengajukan  gugatan  Cerai  Gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara

Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tlb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.  Bahwa pada tanggal  26  November  2010,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor : 670/07/XII/2010, tertanggal 01 Desember 2010;  
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2.  Bahwa,  sebelum  menikah  Penggugat  berstatus  Perawan  sedangkan

Tergugat berstatus Jejaka;  

3.  Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

rumah orang tua Tergugat  di  Kelurahan xxxxxxxx Tengah selama kurang

lebih  2  tahun,  dan terakhir  Penggugat  dan Tergugat  pindah dan  tinggal

bersama dirumah kediaman bersama di Kelurahan xxxxxxxx Tengah;  

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya

suami istri dan saat ini telah dikaruniai empat  orang anak yang bernama: 1.

Marsha  Ermala  Safitri  binti  Sardi,  Pendidikan  Kelas  VII  SLTP,  Lahir  di

xxxxxxxx,  tanggal  04  juli  2012;   2.  Muhammad  Abdul  Kohar  bin  Sardi,

Pendidikan Kelas 2 SD, Lahir di xxxxxxxx, tanggal 13 juni 2014;  3. Joya

Almahira binti Sardi, Lahir di xxxxxxxx, tanggal 11 Juli 2016;  4. Alfarizki bin

Sardi,  Lahir  di  xxxxxxxx,  tanggal  19  Desember  2018;   Keempat  anak

tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;  

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun

dan damai akan tetapi sejak pertengahan Juni 2018 antara Pengugat dan

Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  yang  disebabkan

karena: 

a) Tergugat  tidak  mau  bekerja  dan  Tergugat  sering  menyuruh

Penggugat untuk bekerja;  

b) Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  masalah  ekonomi  rumah

tangga dan  yang  memenuhi  kebutuhan ekonomi  rumah tangga ialah

Penggugat;   

c) Tergugat  sering  memukul  Penggugat  dan  Tergugat  sering

membawa temannya kerumah  untuk bersenang-sengan memakai sabu-

sabu;  

d) Tergugat  sering  tidak  memperbolehkan  Penggugat  untuk

mengunjungi  keluarga  Penggugat;  

6.  Bahwa,  pada  tanggal  15  oktober  2023,  terjadi  pertengkaran/perselisihan

yang  disebabkan  oleh  permasalahan  tersebut  diatas,  sehingga

mengakibatkan  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  rumah,  Penggugat  pergi

meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah kediaman
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kakak  kandung  Penggugat  di  xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx  xxxx  sedangkan

Tergugat  masih  tetap  tinggal  di  rumah kediaman bersama di  Kelurahan

xxxxxxxx  Tengah,  sampai  dengan  saat  ini  telah  berjalan  lebih  kurang 8

bulan 18 hari;  

7.  Bahwa Penggugat  sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat

diantaranya  kakak  dan  Paman  Penggugat  juga  keluarga  Tergugat  yaitu

kakak  dan  orang  tua  Tergugat  telah  berupaya  untuk  merukunkan

Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;   

8.  Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut  di  atas,  Penggugat

merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan

Tergugat,  dan  menurut  Penggugat  jalan  yang  terbaik  adalah  bercerai

dengan Tergugat;   

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil  di  atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk  mengajukan  Gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Tulang  Bawang  kiranya  berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;  

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak Ketua Pengadilan  Agama Tulang  Bawang cq.  Majelis  Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; 

2.  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat hadir di persidangan;
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Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat di persidangan namun tidak berhasil; 

Bahwa  Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat  dan  Tergugat

untuk  menempuh  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  bernama

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. tanggal 07 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak

dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelahnya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan tidak berdomisili atas nama Penggugat dengan

Nomor SKB/118/X.9.2/TB VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung

xxxxxxxx  Timur  Tanggal  03  Juli  2024,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx Kabupaten Tulang Bawang

Provinsi xxxxxxx, Nomor 670/07/XII/2010 Tanggal 01 Desember 2010, bukti

surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda P2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI  1,  umur  38  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal  di  KABUPATEN TULANG

BAWANG  BARAT,  di  bawah  sumpah,  memberikan  keterangan  sebagai

berikut :

- Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  dan  memiliki  hubungan

dengan Penggugat sebagai adik Ipar Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis,  akan tetapi  kurang lebih
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sejak  pertengahan  Juni  2018  sudah  tidak  rukun  lagi  sering  terjadi

pertengkaran; 

- Bahwa, saksi Melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan  karena  Tergugat

tidak  mau  bekerja  dan  Tergugat  sering  menyuruh  Penggugat  untuk

bekerja,  Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah

tangga  dan  yang  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  rumah  tangga  ialah

Penggugat,  Tergugat  sering  memukul  Penggugat  dan Tergugat  sering

membawa temannya kerumah untuk bersenang-sengan memakai sabu-

sabu,  Tergugat  sering  tidak  memperbolehkan  Penggugat  untuk

mengunjungi keluarga Penggugat;;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah

rumah sejak lebih kurang 8 bulan sampai dengan sekarang dan sudah

tidak bersatu lagi; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx

xxxxxx,  bertempat tinggal  di  KABUPATEN TULANG BAWANG, di  bawah

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri yang sah;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

sejak  pertengahan  Juni  2018  yang  mengakibatkan  antara  Penggugat

dan Tergugat sudah pisah rumah / pisah ranjang sejak lebih kurang 8

bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat

dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
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  Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak

mau bekerja dan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk bekerja,

Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  masalah  ekonomi  rumah  tangga

dan yang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ialah Penggugat,

Tergugat  sering  memukul  Penggugat  dan  Tergugat  sering  membawa

temannya  kerumah  untuk  bersenang-sengan  memakai  sabu-sabu,

Tergugat  sering tidak memperbolehkan Penggugat  untuk mengunjungi

keluarga Penggugat;

 Bahwa,  saksi  Melihat  dan  mendengar  sendiri  peristiwa

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  maka ditunjuk segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dilakukan

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R,Bg jis

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian,  maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
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Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai

Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertangkaran  disebabkan  Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  masalah

ekonomi rumah tangga serta  Tergugat  juga sering memukul  Penggugat  dan

Tergugat  sering  membawa  temannya  kerumah  untuk  bersenang-senang

memakai sabu-sabu akibatnya sejak lebih kurang 8 bulan telah berpisah tempat

tinggal  hingga  sekarang  dan  selama  itu  pula  sudah  tidak  ada  komunikasi

apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam

jawaban  dan  dupliknya  membenarkan  sebagian  dan  membantah  sebagian

yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 Keterangan Domisili, bermeterai cukup, telah

dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut

telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  mengenai  tempat  kediaman

Penggugat,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh  Penggugat,

sehingga telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti

bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum  xxxxxxxxx  xxxxxx

xxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tulang

Bawang berwenang untuk memeriksan dan mengadili gugatan Penggugat yang

diajukan Penggugat  (Vide  Pasal  49  dan Pasal  73  Ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  merupakan  akta  autentik,  bermeterai

cukup,  telah  dicap pos (nazegelen)  dan sesuai  dengan aslinya,  maka bukti

surat  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  menerangkan

bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang

hendak dibuktikan oleh Penggugat,  sehingga telah memenuhi syarat materil,

maka bukti  P.2 sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan pembuktian  yang
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sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.2 terbukti  bahwa Penggugat

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 November

2010 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxx, hal tersebut

sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat  sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  saksi  Penggugat,  adalah  keluarga  atau

orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Penggugat  mengenai

hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal  308 R.Bg sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan 2 (dua)  saksi  Penggugat  bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan

di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat

dan Tergugat sudah pisah sejak 8 bulan lalu hingga sekarang dan selama itu

pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan

kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
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3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha  menasehati  Penggugat  dan

Tergugat  dan  sudah  ada  upaya  musyawarah  dua  keluarga  untuk

merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  karena

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah

demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya

sudah  nampak  yaitu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  mampu

berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

istri,  sebab perbuatan Tergugat  yang sering mengancam Penggugat dengan

benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah

perceraian,  sebab  apabila  dibiarkan  berlarut-larut  tidak  mustahil  akan

memunculkan  kemadlaratan yang  lebih  besar  terhadap  rumah  tangga  dan

keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta

dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak

akan pernah  menjadi  kenyataan,  bahkan kehidupan rumah tangga itu  akan

menjadi  belenggu  bagi  kedua  belah  pihak,  keadaan  itu  pula  menunjukkan

ikatan bathin  mereka terkoyak,  dan tidak  ada harapan untuk  rukun kembali

sebagai suami istri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam  yang  terkandung  dalam Kitab  Fikih  Sunah  Juz  II  halaman  290  yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  perkara  a  quo,  sesuai  dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa “suami istri yang tidak berdiam

serumah  lagi,  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  maka  rumah

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah  juga memenuhi  salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Penggugat  belum  pernah  dijatuhi  talak,  maka  petitum  gugatan

Penggugat  agar  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

patut dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 
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M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara sejumlah Rp193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan  pada  hari  Selasa  tanggal  10  September  2024  Masehi,

bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dwi Sakti

Muhamad Huda, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.,

M.Sos  dan  Firdaus  Fuad  Helmy,  S.H.I.,M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim

Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Yusra Riezky, S.H.I. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Ketua Majelis

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.
Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti

H. Yusra Riezky, S.H.I.

Perincian Biaya:
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1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.  75.000,00

3. Panggilan : Rp.  48.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Meterai : Rp.          10.000,00  

Jumlah Rp.  193.000,00 

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
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